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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam 

Angkutan Umum Di Kota Medan 

SRIRAHAYU NINGSIH 

2003100022 

 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) mewajibkan angkutan umum sebagai salah satu kawasan tanpa 

rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Perda KTR di 

dalam angkutan umum di Kota Medan dan menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat implementasi perda KTR di dalam angkutan umum kota medan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan 

dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan secara mendalam. Teknik pengumpulan 

data secara primer dan sekunder. Informan penelitian terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang 

pengemudi angkutan umum, dan 3 orang petugas Dinas Perhubungan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan 

masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perokok yang merokok di 

dalam angkutan umum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda KTR, dan 

lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi 

Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan adalah Kurangnya sosialisasi dan 

edukasi, Kurangnya kesadaran masyarakat, Lemahnya penegakan hukum, Petugas Dinas 

Perhubungan masih belum tegas dalam menegakkan Perda KTR, dan Kurangnya sarana 

dan prasarana. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi Perda 

KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat lebih efektif dan menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang. 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah,Kawasan Tanpa Rokok, Angkutan Umum, 

Kota Medan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, jumlah 

penduduk Kota Medan mencapai 2.634.628 jiwa pada tahun 2022. Dengan jumlah 

penduduk yang besar, Medan menjadi salah satu dari sedikit kota dengan tingkat 

polusi udara yang relatif tinggi . Salah satu faktor penyebab pencemaran udara di 

Medan adalah penggunaan rokok yang berlebihan. Lebih dari 7.000 komponen 

berbeda terkandung dalam asap rokok, termasuk 70 komponen karsinogen yang 

dapat menyebabkan berbagai penyakit, antara lain gangguan kehamilan, stroke, 

jantung, kanker, dan penyakit pernapasan. Selain itu, asap rokok dapat 

meningkatkan kesehatan orang yang tidak merokok, seperti anak -anak, orang 

lanjut usia, dan remaja.  

Namun, masyarakat sekarang ini mengkonsumsi rokok sebagai salah satu 

kebutuhan pokok. Di setiap ruang ditempat umum selalu didapatkan para perokok 

tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan asap yang mereka buat (Putra, Sudiarta, 

& Sarna, 2015). Menghirup asap rokok orang yang tidak merokok lebih 

berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Resiko bahaya yang harus 

ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari perokok aktif. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan (Atmani & 

Rahman, 2013). 
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 Kebijakan publik merupakan alat bagi negara untuk bertindak, baik 

tindakan sebagai pemerintah maupun tindakan untuk memberikan pelayanan 

kepada publik (Ananda Mahardika, 2021, hal- 31). Pemerintah Kota Medan telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR). Untuk mengurangi dampak negatif asap rokok, Perda 

tentang Kawasan Tanpa Rokok diperkenalkan sebagai upaya untuk menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat dan melindungi warga dari bahaya asap rokok pasif. 

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk membatasi gerak perokok aktif 

sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus juga 

merupakan alternatif yang efektif untuk menurunkan perokok aktif. Perda tersebut 

mengatur tentang larangan merokok di tempat-tempat umum, termasuk di dalam 

angkutan umum.  

 Semenjak Peraturan daerah tersebut diberlakukan masih adanya perokok 

yang masih melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok, dengan tetap merokok 

terutama di area yang sudah terdapat tanda larangan merokok. Meskipun Perda 

KTR telah ditetapkan, namun implementasinya pada angkutan umum Medan 

masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang bahkan sopir 

angkutan umum yang tidak termasuk dalam angkutan umum itu sendiri. Banyak 

dari mereka yang tidak menyadari bahwa ada perda no. 3 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok yang menggambarkan tentang larangan merokok di 

kawasan tanpa rokok. Beberapa dari mereka juga tidak memahami bahwa, secara 

umum, angkutan salah satu tempat di kawasan yang bebas rokok. 
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Kebiasaan masyarakat yang merokok didalam angkutan umum di kota 

medan itu jelas melanggar peraturan daerah kota medan nomor 3 tahun 2014 

tentang kawasan tanpa rokok dalam pasal 22 yang berbunyi “setiap orang dilarang 

merokok di kawasan tanpa rokok”. Faktor lain yang mempengaruhi kebiasaan 

tersebut ialah tidak semua angkutan umum menempel kan pemberitahuan kawaan 

tanpa rokok. Seperti yang sudah tercantum pada pasal 21 bagian kesatu, huruf d 

yang berbunyi “memasang tanda-tanda dan pengumuman di larang merokok 

sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan tempa-tempat yang dipandang 

perlu dan mudah terbaca dan didengar baik”. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya 

menjadi sebuah judul skripsi yaitu, “IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM 

ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN”.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji implementasi KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat 

dalam upaya meningkatkan implementasi KTR di dalam angkutan umum. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok Di Dalam Angkutan Umum Kota Medan? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan? 
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1.3 Tujuan  

Tujuan utama penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di angkutan 

umum Kota Medan. 

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi perda 

kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya meningkatkan implementasi KTR di dalam 

angkutan umum. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan KTR di dalam angkutan 

umum, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang 

tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. 

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

implementasi KTR di dalam angkutan umum. Hasil penelitian ini dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan KTR 

di dalam angkutan umum. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya di bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan (policy term) digunakan secara luas seperti “kebijakan 

luar negeri indonesia”, “kebijakan ekonomi jepang” atau “kebijakan pertanian di 

negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”. Menurut charles o. 

Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun 

digunakan untuk menggantikan kegiatan keputusan yang berbeda. Secara umum 

istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang 

aktor ( misal nya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. (Budi Winarno, 

2013, hal 18-19). 

Definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone 

mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “ 

hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” konsep ini mengandung 

pengertian yang sangat luas karena mencakup banyak hal.  

Menurut anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai 

maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi 

suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena 

memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa 

yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan 
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kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif 

yang ada (Budi Winarno, 2013, hal 20-22). 

Menurut anderson, konsep kebijakan publik kemudian mempunyai 

beberapa implikasi yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan 

kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara 

serampang. Kebijakan publik secara luas dalam, sistem politik modern bukan 

suatu yang terjadi begitu saja melaikan direncanakan oleeh aktor-aktor yang 

terlibat didalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola 

tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan 

keputusan–keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya 

keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga 

keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaanya. Ketiga, kebijakan adalah apa 

yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, 

mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa 

yang di inginkan oleh pemerintah. keempat, kebijakan publikmungkin dalam 

bentuk positif atau negatif. secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk 

tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. 

Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-

pejabat peerintah tetapi tidak untuk mengambl tindakan dan tidak untuk 

melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan 

pemerintah.  

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakanya dapat dipahami secara 

terperinci dan menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu ialah tuntutan-
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tuntutan kebiajakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy 

decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy sistements), hasil-hasil 

kebijakan ( policy outputs) dan dampak-dampak kebijakan  (policy outcomes). 

Tuntutan–tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-

aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam 

suatu sistem politik. Sementara itu, keputusan-keputusan kebijakan merupakan 

sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang 

mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan 

kebijakan publik. Pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan 

resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik seperti undang-undang legislatif, 

perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan admistratif dan 

pengadilan, maupun pernyataan dan pidato pejabat dan tujuan pemerintah. 

Sedangkan hasil-hasil kebijakan lebih merunjuk dapa “manifestasi nyata” dari 

kebijakan-kebijakan publik yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut 

keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.  

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh 

james anderson di atas bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang 

berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada 

kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau 

alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi 

kepentingan publik atau masyarakat.  

Menurut pendapat Laswell ( Budi Winarno, 2013, hal 23-25) , kebijakan 

diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi 
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berbagai hal yaitu: penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu 

kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa 

tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan 

di masa depan, melakukan penelitian dan evaluasi. 

 Sedangkan menurut wahab Kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan 

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk 

mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, 

kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan 

tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan .  

Menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan, (2003:12) kebijakan 

merupakan Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun menurut 

Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di 

masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll dalam Tangkilisan, 2003:2).  

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan 

tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan 
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atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan 

sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan 

seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat 

perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.  

Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan 

dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. 

Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk 

konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya 

merupakan suatu proses politik. 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi merupakan 

apa yang terjadi setelah undang-undang ditetepakan yang memberikan otoritas 

program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.  

Van meter dan van horn membatasi implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarah kan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implentasi kebijakan tidak akan 
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dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh 

keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi 

hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai 

implementasi kebijakan tersebut (Budi winarno,2013, hal 147-149). 

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan 

implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh van Meter dan 

van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan 

implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum 

menunjuk kepada dampak kebijakan. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep-

konsep yang berbeda, walau pun tidak berarti bahwa konsep-konsep ini tidak 

saling berhubungan satu sama lain. Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh 

kebijakan-kebijakan publik, seperti dikemukakan van Meter dan van Hom 

mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan. Studi ini 

berangkat dari tipe-tipe pertanyaan seperti misalnya, apakah tingkat kecelakaan 

pengendara mobil dan sepeda motor yang meninggal dunia meng alami penurunan 

setelah pemerintah, dalam hal ini kepolisian, menge luarkan kebijakan pemakaian 

sabuk pengaman dan helm standar bagi pengendara mobil dan sepeda motor? 

Sementara itu, studi implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas atau 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang 

telah di tetapkan. Dengan demikian, studi kebijakan akan mampu memberikan 

penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan 

dampak kebijakan. 



 

22 

 

Model proses Implementasi yang diperkenalkan oleh van Meter dan van 

Horn tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil akhir dari 

kebijakan pemerintah tapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan 

pencapain program. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan 

tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan 

berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan 

secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan 

tidak disusun dengan baik atau karena keadaan keadaan lainnya. Oleh karena itu, 

pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan 

sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. kebijakan publik 

pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang berangkat dari tahap 

pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Dengan demikian, 

implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap 

kebijakan publik.  

Kesimpulan dari kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh van meter 

dan van horn bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel 

penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam 

memecahkan persoalan-persoalan publik. 

Mazmanian dan Sabatier dalam Ismail (2009:131) menyebutkan bahwa 

implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk Undang-Undang, perintahperintah atau keputusan-keputusan oleh 

badan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian. 
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Sehingga implementasi adalah proses bagaimana perubahan data atau 

informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan 

operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut. 

a. Unsur-Unsur Implementasi 

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari 

rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat 

karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan 

di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. (Rafieqah Nalar Rizky 

dan Ananda Mahardika, 2023 : hal 1278).  Syukur dalam Surmayadi (2005:79), 

berpendapat ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :  

a. Program yang dilaksanakan.  

b. Adanya target dan kelompok masyarakat, perubahan atau peningkatan.  

c. Unsur pelaksana (implementor, yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan, pengawasan dan proses implementasi tersebut.  

Menurut Sunggono (2004:137) bahwa implementasi kebijakan merupakan 

suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu 

dan dalam urutan waktu tertentu. 

b. Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Model yang digunakan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan 

daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan  
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adalah model proses atau alur yang dikembangkan oleh Smith. Model ini 

menggunakan empat kriteria, yaitu :  

1. Idealized policy: 

Kebijakan yang diidealkan ini adalah jenis interaksi yang difasilitasi oleh 

komite kebijakan dengan tujuan mendidik, mempengaruhi, dan memotivasi 

kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan. 

2. Target groups  

Kelompok sasaran, kelompok pemangku kepentingan kebijakan yang 

diharapkan mampu beradaptasi terhadap fluktuasi interaksi yang diantisipasi oleh 

proses kebijakan. Karena peran kelompok ini sebagai target dalam implementasi 

undang-undang, diharapkan mereka mampu mematuhi undang-undang yang telah 

disahkan. Dalam hal ini, kelompok sasarannya adalah seluruh individu yang 

berdomisili di Tanpa Rokok.  

3. Implementing organization  

Organisasi Pelaksana mengacu pada entitas atau organisasi yang 

berkomitmen penuh untuk memulai atau melaksanakan proyek, program, atau 

inisiatif tertentu. Organisasi ini memiliki peran penting dalam mengubah tujuan 

atau konsep menjadi kebenaran yang dinyatakan. 

4. Environmental factors  
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Faktor lingkungan hidup, ketidaksempurnaan lingkungan hidup yang 

menghambat pelaksanaan undang-undang seperti yang berkaitan dengan aspek 

sosial, politik, ekonomi, dan agama. Hal ini merupakan hal yang penting untuk 

dipertimbangkan ketika memperhitungkan proses penerapan undang-undang: 

bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan undang-undang 

publik. Ketidakpastian di bidang politik, sosial, ekonomi, dan agama dapat 

menimbulkan permasalahan dalam proses penerapan undang-undang. Oleh karena 

itu, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan 

eksternal yang stabil. 

  Dengan menggunakan teori Smith, peneliti dapat menganalisis 

implementasi Perda tentang KTR di dalam angkutan umum dari berbagai 

perspektif. Peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan ideal dirumuskan dan 

bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah. Peneliti juga 

dapat melihat bagaimana kelompok sasaran kebijakan menanggapi kebijakan 

tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat melihat faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan menggunakan teori Smith, 

peneliti dapat menghasilkan skripsi yang lebih komprehensif dan informatif 

tentang implementasi Perda tentang KTR di dalam angkutan umum. 

c. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

Di beberapa negara dan kota, telah diterapkan kebijakan kawasan tanpa 

rokok di dalam angkutan umum guna melindungi penumpang dari efek merokok 

pasif dan meningkatkan kualitas udara di dalam kendaraan. Kebijakan semacam 

ini biasanya diberlakukan untuk berbagai jenis angkutan umum, seperti bus, 
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kereta api, kapal feri, dan pesawat terbang. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah 

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, 

penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok 

guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi mereka dari dampak 

merokok pasif. KTR melibatkan implementasi kebijakan larangan merokok di 

area tertentu, seperti ruang publik, tempat kerja, atau transportasi umum.  

 Tujuannya adalah mengurangi paparan asap rokok, mendukung 

individu yang ingin berhenti merokok, serta mempromosikan gaya hidup sehat 

secara keseluruhan. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan 

yang terkait dengan merokok, banyak negara dan kota di seluruh dunia 

mengadopsi kebijakan KTR sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau. 

Ini tidak hanya mencakup larangan merokok di dalam gedung-gedung umum, 

tetapi juga memperluas ke area terbuka seperti taman, halte angkutan umum, dan 

area publik lainnya.  

Kebijakan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum memiliki 

banyak keuntungan, antara lain: 

1. Kesehatan Penumpang: 

1. Melindungi penumpang yang tidak merokok dari bahaya asap rokok, 

termasuk risiko penyakit pernapasan, kanker, dan penyakit jantung. 

2. Meningkatkan kualitas udara di dalam angkutan umum, sehingga lebih 

nyaman bagi semua penumpang. 
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3. Mengurangi risiko alergi dan asma pada penumpang yang sensitif terhadap 

asap rokok. 

2. Kenyamanan Penumpang: 

1. Menghilangkan bau asap rokok yang tidak sedap di dalam angkutan 

umum. 

2. Memberikan rasa nyaman bagi penumpang yang tidak ingin terpapar asap 

rokok. 

3. Meningkatkan kebersihan dan estetika di dalam angkutan umum. 

3. Kesehatan Pengemudi: 

1. Melindungi pengemudi dari bahaya asap rokok, termasuk risiko penyakit 

pernapasan, kanker, dan penyakit jantung. 

2. Meningkatkan konsentrasi pengemudi, sehingga meningkatkan 

keselamatan di jalan raya. 

3. Mengurangi stres dan kelelahan pengemudi. 

5. Penegakan Hukum: 

1. Memudahkan penegakan hukum larangan merokok di tempat umum. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya asap rokok. 

3. Mendorong budaya hidup sehat di masyarakat. 

Penumpang yang merokok di dalam area dilarang dapat dikenai sanksi 

atau denda. Selain itu, ada juga pengumuman atau tanda yang dipasang di 
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kendaraan untuk mengingatkan penumpang tentang larangan merokok. Penerapan 

KTR tidak hanya mencakup aspek regulasi, tetapi juga melibatkan pendekatan 

pendidikan masyarakat, pembentukan dukungan publik, dan penegakan hukum 

yang efektif. Kawasan Tanpa Rokok telah terbukti efektif dalam meningkatkan 

kesehatan masyarakat, mengurangi beban penyakit terkait tembakau, dan 

menciptakan lingkungan yang lebih bersih. 

Selanjutnya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan menetapkan tempat-tempat yang wajib 

menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu: 

a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ialah tempat yang digunakan untuk 

upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, 

dan/ masyarakat.  

b) Tempat Proses Belajar Mengajar atau Proses Pendidikan Adalah 

tempat atau gedung yang digunakan untuk belajar mengajar, 

pendidikan, maupun pelatihan. 

c) Tempat Bermain Anak-Anak Adalah area tertutup maupun terbuka 

yang digunakan menjadi area bermain bagi anak-anak.  

d) Tempat Beribadah Adalah bangunan atau ruang tertutup yang 

memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan untuk pemeluk agama 

masing-masing.  
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e) Angkutan Umum Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang 

dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan 

kompensasi. 

f) Tempat Kerja Adalah tiap ruangan, lapangan tertutup dan terbuka, 

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja.  

g) Tempat Umum Adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses 

oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan 

bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola 

pemerintah, swasta dan masyarakat. 

2.3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR), angkutan umum termasuk dalam kawasan tanpa 

rokok. Artinya, dilarang merokok di angkutan umum, baik bagi pengemudi 

maupun penumpang. 

 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif terhadap risiko 

paparan tembakau orang lain. merokok, menyediakan ruang dan lingkungan yang 

nyaman, bersih, dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan 

masyarakat dari dampak negatif rokok, baik langsung maupun tidak langsung. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Kawasan 

Tanpa Rokok adalah ruangan atau kawasan yang diberi pagar luar untuk 

keperluan merokok, produksi, penjualan, periklanan dan/atau promosi produk 
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rokok. Penetapan kawasan bebas tembakau merupakan upaya melindungi 

masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan akibat 

asap rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat 

ibadah dan tempat tinggal anak, angkutan umum, tempat pengajaran, dan tempat 

pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan tempat umum adalah bagi yang 

mempunyai izin niaga wajib menyediakan kawasan tanpa rokok. Pemilik, 

pengelola, petugas dan pejabat wajib menyediakan kawasan khusus merokok, 

memasang tanda dilarang merokok dan melarang perokok memasuki kawasan 

tanpa rokok, serta bertanggung jawab melakukan pengawasan. 

 Area khusus merokok juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

terpisah dari ruangan yang diperuntukkan bagi kawasan bebas rokok, dilengkapi 

ventilasi, dan mempunyai sirkulasi udara yang memadai. Masyarakat juga 

mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan mendirikan kawasan tanpa 

rokok. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit usaha, 

dan organisasi. 

 Masyarakat menggunakan hak asasinya untuk dilindungi dari paparan asap 

tembakau orang lain, turut serta memfasilitasi dan mendukung pihak yang 

berwenang atau pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan 

kawasan tanpa rokok. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan turut serta 

membimbing, menasihati dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

kawasan tanpa rokok, mengingatkan atau menegur perokok agar tidak merokok di 

kawasan tanpa rokok. 
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a.Tanda-tanda Kawasan Tanpa Rokok 

Angkutan umum yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok 

biasanya memiliki tanda-tanda berikut: 

a. Stiker larangan merokok ditempel di tempat yang mudah terlihat 

b. Pengumuman larangan merokok diputar secara berkala 

c. Petugas yang menegur pelanggar larangan merokok 

b. Sanksi bagi Pelanggar 

Pelanggar larangan merokok di kawasan tanpa rokok dapat dikenai sanksi, 

antara lain: 

a). Teguran lisan b). Teguran tertulis c). Denda 

c. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok 

a. Kawasan tanpa rokok memiliki banyak manfaat, antara lain: 

b.Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok 

c. Meningkatkan kualitas udara 

d. Menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk 

mendalami implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

dalam angkutan umum Kota Medan. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan secara mendalam. 

Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman konteks, makna, dan interpretasi dari 

suatu situasi, tanpa mencoba untuk mengukur atau mengidentifikasi hubungan 

sebab-akibat secara kuantitatif. Metode penelitian ini umumnya melibatkan 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dan 

penelitian tersebut sering kali dilakukan dalam lingkungan alami di mana 

fenomena tersebut terjadi. (John W. Creswell, 2017: hal 15) 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, kejadian, atau 

konteks, tanpa melakukan manipulasi variabel. Metode ini fokus pada 

pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-angka, seperti wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen. Sebagai contoh, Menurut Miles dan Huberman 

(1994: hal 10), penelitian deskriptif kualitatif "merupakan upaya untuk memahami 

makna yang diberikan orang terhadap suatu fenomena dan menyusun deskripsi 
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yang koheren dan lengkap" . Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran 

holistik dan kontekstual terhadap situasi yang diamati. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara 

mendalam. Pendekatan ini menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi data 

tanpa menggunakan pengukuran kuantitatif. Dalam konteks ini, Sumadi 

Suryabrata (2010) menyatakan, "Penelitian deskriptif kualitatif mengungkapkan 

esensi dari suatu kejadian atau gejala melalui analisis mendalam terhadap data 

yang diperoleh, memperkaya pemahaman mengenai konteks dan kompleksitas 

fenomena" (Suryabrata, 2010, hal:45). Pendekatan ini memberikan keleluasaan 

bagi peneliti untuk merinci konteks dan nuansa yang terlibat dalam suatu studi, 

sehingga memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. 

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk 

mempermudah dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis. 

Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih 

terarah. 
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3.2 Kerangka Konsep 

Gambar 3.1 kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti 

dengan judul implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di 

dalam angkutan umum di kota medan. 

3.3 Definisi Konsep 

Pengertian definisi konsep dapat dijelaskan sebagai penjelasan yang sistematis 

dan komprehensif tentang suatu ide atau gagasan tertentu. Definisi konsep 

membantu dalam memahami makna, ruang lingkup, dan elemen-elemen yang 

terkait dengan suatu konsep tertentu. Dalam konteks ilmu pengetahuan atau 

disiplin ilmu tertentu, definisi konsep menjadi dasar untuk membangun 

pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. 

“Implementasi peraturan daerah 

tentang kawasan tanpa rokok di 

dalam angkutan umum di kota 

medan” 

Angkutan umum di kota 

medan  

1. Idealized policy 

2. Target groups 

3. Implementing organization 

4. Environmental factors 

Mewujudkan tujuan peraturan 

daerah dalam rangka lingkungan 

yang bersih dari asap rokok 

didalam angkutan umum. 
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Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep 

sebagai berikut :  

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang  dibuat oleh pemerintah  

berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus 

berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah 

tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau 

masyarakat.  

2. Implementasi kebijakan publik  adalah proses bagaimana perubahan 

data atau informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk 

rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang 

diinginkan dari kebijakan tersebut. 

3. KTR Angkutan Umum, Melibatkan semua moda transportasi umum 

yang beroperasi di Kota Medan, seperti bus, angkot, dan taksi. 

Angkutan umum merujuk pada sistem transportasi yang disediakan 

untuk melayani masyarakat umum dengan cara reguler, biasanya 

beroperasi dengan rute dan jadwal tetap. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi penelitian merujuk pada proses mengelompokkan penelitian 

berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu guna memahami perbedaan dan 

kesamaan antar studi. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan 

memahami variasi dalam pendekatan, metode, dan tujuan penelitian. Subyek 



 

36 

 

penelitian melibatkan pengguna angkutan umum, pengemudi, dan pemangku 

kebijakan terkait dengan implementasi peraturan kawasan tanpa rokok. 

Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di angkutan umum Kota 

Medan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu: 

a). Adanya Kebijakan Yang Ideal (idealized policy) 

Untuk mencapai implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR) yang efektif di dalam angkutan umum di Kota Medan, 

diperlukan kebijakan yang ideal yang mencakup aspek-aspek seperti Sosialisasi 

dan Edukasi yang Komprehensif, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, 

Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung, Dukungan dan Keterlibatan 

Semua Pihak. 

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ideal tersebut, diharapkan 

implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat berjalan 

lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi 

semua penumpang. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ideal ini harus 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Medan.  

b). Adanya Kelompok Sasaran ( target groups) 

 Penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) di dalam angkutan umum di Kota Medan membutuhkan strategi yang tepat 

untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran. Berikut adalah beberapa kelompok 
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sasaran utama: Perokok Aktif, Non-Perokok, Pengemudi Angkutan Umum, 

Operator Angkutan Umum dan Masyarakat Umum: 

 Penting untuk diingat bahwa setiap kelompok sasaran memiliki kebutuhan 

dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi edukasi dan komunikasi 

yang digunakan untuk menjangkau setiap kelompok sasaran harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik tersebut. Dengan pendekatan yang 

komprehensif dan tepat sasaran, diharapkan implementasi Perda KTR di dalam 

angkutan umum di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang. 

c). Adanya Organisasi Pelaksana ( implementing organization ) 

 Beberapa organisasi yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah 

(Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam angkutan umum di Kota 

Medan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) Kota Medan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. 

d). Adanya Faktor Lingkungan (enveronmental factors ) 

 Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam 

angkutan umum di Kota Medan adalah Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, 

Ketidaktegasan Penegakan Hukum, Sarana dan Prasarana yang Tidak 

Mendukung, Kebiasaan dan Budaya Merokok dan Faktor Ekonomi.  
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Solusi: 

 Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar dan intensif kepada 

masyarakat tentang Perda KTR dan bahaya merokok. 

 Mempertegas penegakan hukum dengan meningkatkan jumlah petugas, 

memperberat sanksi, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. 

 Memasang rambu-rambu dan tanda larangan merokok yang jelas dan 

terlihat di dalam angkutan umum. 

 Menyediakan tempat khusus bagi perokok untuk merokok di luar angkutan 

umum. 

 Meningkatkan ventilasi di dalam angkutan umum. 

 Melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi para penjual rokok di 

dalam angkutan umum untuk beralih ke usaha lain. 

 Meningkatkan harga rokok dan membatasi akses terhadap produk 

tembakau. 

 Dengan mengatasi faktor-faktor lingkungan ini, diharapkan implementasi 

Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif 

dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua 

penumpang. 



 

39 

 

3.5 Narasumber 

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari 

penelitian ini adalah:  

1. Nama   : Surya Febri Nadia 

Jabatan  : Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas (Perangkat  

    Komputer Utama) 

Umur    : 38 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

2. Nama  : Dimas Dwi RamaPutra 

Jabatan  : Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan  

    Angkutan 

Umur  : 24 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

3. Nama   : Julius Stefanus Simarmata 

Jabatan  : Staf Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas 

Umur   : 23 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
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4. Nama       : Amaludin Pakpahan 

Pekerjaan  : Sopir Angkot Medan Kota 

Umur        : 63 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

         5.  Nama      : Bahri Yanto 

Pekerjaan  : Sopir Angkot Medan Timur 

Umur        : 48 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur atau metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber. 

Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat 

untuk mendukung penelitian atau analisis tertentu. Berbagai teknik dapat 

digunakan, termasuk observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen, sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

Sugiyono (2013)  mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah 

yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut 

adalah untuk mendapatkan data. 
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1. Teknik  pengumpulan data primer : 

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada sumber datanya. Data primer 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber 

asli atau pertama.Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 

narasumber. Melibatkan responden utama dari pengguna angkutan umum, 

pengemudi, dan pemangku kebijakan. Analisis dokumen adalah metode penelitian 

yang melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam 

dokumen tertulis, seperti laporan, artikel, surat, dan catatan lainnya. Tujuan dari 

analisis dokumen adalah untuk memahami isu-isu tertentu, mengekstrak informasi 

relevan, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada dalam sumber 

tertulis tersebut. Proses analisis dapat melibatkan pengelompokkan data, 

pengkategorian informasi, dan penyusunan temuan untuk mendukung tujuan 

penelitian. Menyelidiki dokumen-dokumen terkait kebijakan dan laporan 

implementasi. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder : 

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh 

dari berbagai sumber, seperti:  

a) Publikasi pemerintah 
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Publikasi pemerintah, seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, dan 

laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder yang penting. 

Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau dengan biaya yang relatif 

terjangkau. 

b) Publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan sumber 

data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya ditulis oleh para ahli di 

bidangnya dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini. 

c) Situs web 

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan dapat 

diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web dapat berupa data 

kuantitatif, seperti data statistik, maupun data kualitatif, seperti data berita dan 

opini. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merujuk pada proses mengorganisir, menginterpretasi, 

dan menyelidiki data untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang bermakna. 

Teknik ini melibatkan penggunaan metode statistik, komputasi, dan matematika 

untuk merinci, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dengan teknik analisis 

data, peneliti atau analis dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam 

dataset untuk membuat keputusan yang informasional. 
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Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah dan 

menganalisis informasi yang diperoleh dari data, dengan tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau 

peristiwa. Dalam konteks implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa 

rokok di dalam angkutan umum Kota Medan, teknik analisis data dapat 

melibatkan beberapa langkah, antara lain: 

1. Pengumpulan Data: Kumpulkan data terkait implementasi peraturan 

daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum Kota 

Medan. Ini bisa mencakup data jumlah pelanggaran, tingkat kepatuhan, 

dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 

2. Pengolahan Data: Lakukan pengolahan data untuk mengorganisir 

informasi yang terkumpul. Misalnya, kategorikan data berdasarkan jenis 

pelanggaran, waktu kejadian, dan jenis angkutan umum. 

3. Analisis Dampak: Evaluasi dampak implementasi kebijakan dengan 

membandingkan data sebelum dan setelah penerapan peraturan. Hal ini 

dapat melibatkan perbandingan jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah 

kebijakan diberlakukan. 

 

3.8 Deskripsi Lokasi dan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Jalan Pinang 

Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Dengan 
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rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 

2024. 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Dinas Perhubungan 

 

Sumber : https://maps.app.goo.gl/K7qgJJrq1hGbnNLX7 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan: 

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota. 

1.Tugas Pokok  

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan 

fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan: 

https://maps.app.goo.gl/K7qgJJrq1hGbnNLX7
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1. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

2. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan.  

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

perhubungan 

4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan, dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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B. Tujuan 

 

Adanya Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar terciptanya lingkungan yang 

bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak 

buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung dalam hal menciptakan 

kesadaran masyarakat hidup sehat. Perda Kawasan Tanpa Rokok di dalam 

angkutan umum Kota Medan dibuat untuk melindungi masyarakat dari risiko 

ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. 

Rokok adalah zat adiktif berbahaya yang dapat merusak kesehatan, baik perokok 

aktif maupun pasif, terutama kepada anak-anak.  

C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan  

 

Gambar 3.3 Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan 
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Sumber : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN tahun anggaran 

2021-2026 

Struktur dinas perhubungan kota medan dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan : Kantor Dinas Perhubungan Kota 

Medan adalah badan pelaksana teknis yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Medan. Kantor ini memiliki tugas 

pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 Mengawasi dan mengatur perhubungan darat, laut, dan udara di 

Kota Medan. 

 Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik. 

 Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

perhubungan di Kota Medan 

2. Bidang : Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki beberapa bidang yang 

berfungsi sebagai unit kerja yang lebih spesifik. Beberapa contoh bidang 

adalah: 

 Bidang Parkir : Bidang Parkir berfungsi mengawasi dan mengatur 

parkir di Kota Medan, termasuk pengembangan e-parking. 

 Bidang Angkutan Massal : Bidang Angkutan Massal berfungsi 

mengawasi dan mengatur angkutan massal di Kota Medan, 

termasuk pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus 

Rapit Transit (BRT) 
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3. Petugas : Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan adalah orang-orang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Petugas ini memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

perhubungan di Kota Medan. 

 Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik. 

 Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

perhubungan di Kota Medan 

4. Kepala Dinas : Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan adalah pimpinan 

tertinggi Dinas Perhubungan Kota Medan. Kepala Dinas ini mempunyai 

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

perhubungan di Kota Medan. 

 Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik. 

 Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

perhubungan di Kota Medan 

Dengan demikian, struktur Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dilihat 

sebagai badan pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota Medan, dengan beberapa bidang dan petugas yang bertugas 

mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perhubungan di 

Kota Medan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang 

mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis. 

Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data 

yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang 

berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudia ditarik kesimpulannya. 

Analisis ini berfokus pada angukatan umum di kota medan yaitu angkot (angkutan 

kota). Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga 

sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, 

melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang 

dilakukan oleh dinas perhubugan kota medan dalam imlementasi perda kawasan 

tanpa rokok di dalam angkutan umum kota medan.  

Penulis berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari setiap informan 

yang telah diwawancarai mengenai “Implementasi Perda Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok Di Dalam Angkutan Umum Kota Medan”. Sebelum menganalisis data, 

terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban 

yang dipilih. Sumber data pada penelitian ini berjumlah 5 orang, tiga (3) orang 

dari pihak Dinas Perhubungan, satu orang dari Masyarakat Medan Kota dan satu 

orang dari Masyarakat Medan Timur. 
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a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin 

No  Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1.  Perempuan - - 

2.  Laki-laki 5 100 % 

 Jumlah  5 100% 

Sumber Analisis: Penelitian 2024 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-

laki dengan frekuensi 5 orang atau 100% sedangkan narasumber berjenis 

perempuan frekuensi nol (kosong). 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Tabel 4.2 distribusi narasumber berdasarkan umur 

No Umur Frekuensi Persentase 

1. 23-24 2 40% 

2.  38-48 2 40% 

3.  60 1 20% 

 Jumlah 5     100% 

Sumber Analisis: Penelitian 2024 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa narasumber berumur 23-24 tahun 

berjumlah 2 narasumber dengan persentase 40%, umur 38-48 tahun berjumlah 2 

narasumber dengan persentase 40% sedangkan usia 60 tahun frekuensi 1 

narasumber dengan persentase 20%. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, 

maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data 

sebagai berikut : 

4.2 Implementasi Peraturan Daerah 

Untuk mengamati implementasi kebijakan, tindakan administratif sering 

kali dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Proses pelaksanaan baru akan 

dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah disusun, 

dan pendanaan telah siap serta dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan pihak swasta (organisasi), baik individu maupun kelompok, untuk 

mencapai suatu tujuan. Penerapan peraturan kawasan tanpa rokok pada angkutan 

umum di Kota Medan telah diterapkan sejak tahun 2014. Namun hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan tersebut masih belum efektif. 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Smith 

untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Angkutan Umum di Medan. Teori ini 

meyakini bahwa ada empat faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi 

kebijakan berhasil, yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, 
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dan faktor lingkungan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri tetapi 

saling mempengaruhi dan berinteraksi sehingga menimbulkan kondisi munculnya 

konflik yang pada akhirnya memberikan tekanan (ketegangan) pada perundingan 

antara perumus dan pelaksana yang pada akhirnya dapat membentuk lembaga-

lembaga baru. tapi juga melayani. sebagai umpan balik untuk mengurangi 

ketegangan ini. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat 

menyajikan data meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Adanya Kebijakan Yang Ideal (Idealized policy) 

Dalam bagian ini dibahas mengenai bentuk pola interaksi yang dilakukan 

oleh dinas perhubungan kota medan terhadap peraturan peraturan daerah no. 3 

tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan, 

sumber informasi yang mempengaruhi pengetahuan informan terhadap adanya 

peraturan darah no.3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan penyeruan 

pemerintah kota medan terhadap implementasi perda kawasan tanpa rokok. 

Idealized policy merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus 

kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang 

target group untuk melaksanakannya. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh 

landasan hukum yang mengikat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Adanya kebijakan yang ideal dalam implementasi 

peraturan daerah di dalam kawasan tanpa rokok. Sebagaimana hasil wawancara 

yang telah dilaksanakan pada kamis tanggal 02 mei 2024 pukul 10.00 wib dengan 

bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat komputer utama dari seksi angkutan 
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jalan bidang lalu lintas, beliau mengatakan bahwa “..Peraturan ini memiliki 

tujuan yang baik ya tujuan nya terarah tetapi pembuat peraturan kurang 

menimbang peraturan secara mendalam kenapa karena untuk perda ini harus 

kuat hukum nya seperti sanksi yang diberatkan atau rokok yang dibuat mahal. 

Jadi walau pun semua masyarakat tau akan perda ini, mereka akan berpikir dua 

kali untuk melakukan pelanggaran tersebut..”  

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pendapat narasumber tentang 

penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan 

umum kota medan, apakah sudah efektif atau belom. Bapak Surya Febri Nadia 

sebagai perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas 

mengatakan : “...untuk perda no 3 tahun 2014 di angkutan sudah diterapkan 

namun belom efektif dalam  implementasi nya di masyarakat semua tidak sama 

dalam hal SDM jadi kalau kita terapkan setiap hari kita juga membutuhkan 

kolaborasi antar dinas OPD  yang lain  artinya kolaborasi ini penting untuk 

kedepan jika nanti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan merokok bisa kita 

terapkan perda penegakan hukumnya.. “ ( hasil wawancara di Dinas Perhubungan 

pada 02 mei 2024) 

Faktor sumber daya, informan mengungkapkan bahwa sumber daya 

manusia yang dimiliki saat ini belum mencukupi dan sumber daya lainnya masih 

memerlukan adanya tambahan seperti tanda larangan merokok, pedoman 

pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan memerlukan kolaborasi OPD yang lain. 

Menurut Dimas Dwi Tamaputra sebagai salah satu staf dinas perhubungan 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan, “..Untuk sekarang di dinas perhubungan 
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khususnya di bidang angkutan terkait kawasan tanpa rokok di angkutan umum itu 

sudah efektif tapi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan khususnya di 

angkutan kota tapi untuk angkutan yang sudah teregulasi  contoh nya ada 

sekarang ada bus listrik yang sedang berkolaborasi dengan kami kemudian nanti 

ada BRT nah itu tentunya ada SOP-SOP yang harus mereka laksanakan dan 

dalam sop ada larangan untuk kenyamanan masyarakat..” ( hasil wawancara di 

dinas perhubungan pada 07 mei 2024) 

 

Setelah menanyakan pelaksanaan perda kawasan tanpa rokok, kemudian 

peneliti juga bertanya sejauh mana narasumber mengetahui peraturan daerah 

tentang kawasan tanpa rokok di angkutan unun kota medan. Berikut hasil 

wawancara bersama Bapak Surya Febri Nadia :  

“..Peraturan ini memang memiliki tujuan yang baik ya tujuan nya terarah 

tetapi pembuat peraturan kurang menimbang peraturan secara mendalam kenapa 

karan untuk perda ini harus kuat hukum nya seperti sanksi yang diberatkan atau 

rokoknya yang dibuat mahal. Jadi walau pun semua masyarakat tau akan perda 

ini, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran tersebut..”(hasil 

wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024) 

Hasil dari wawancara dengan Surya Febri Nadia perangkat komputer 

utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas mengatakan : “..Kalau tidak 

salah tahun lalu ada (sosialisasi) yang diselengarakan di Hotel Grandika Di 

Depan Sekolah Safiatul Ladies Jalan Dokter Manshur, kita ada dari penggiat 

untuk kawasan tanpa rokok, nah disana kita berkumpul dari stakeholder termasuk 
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pemerintah kota medan diwakili dari satpol pp, dishub, dan juga dari dinas 

kesehatan dan yang lain terkait kawasan tanpa rokok, kita bicarakan perda ini 

memang harus diterapkan namun terkendala di masing masing OPD memang 

harus pergabung kolaborasi kan gitu perlunya dibentuk suatu regulasi ataupun 

kebersamaan yang bersifat mengikat agar setiap saat harus segera ditegakkan, 

kembali lagi ke masyarakat dengan SDM yang berbeda beda jadi misalkan kita 

lakukan tindakan apa yang akan menjadi nanti dampaknya akan dilihat kedepan, 

apa yang terjadi nanti sudah pernah dilakukan penegakan disidang 

ditempat”..(hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024) 

Hal serupa juga di katakan oleh bapak dimas dwi tamaputra : „..Tentunya 

dinas perhubungan telah melakukan banya sosialisasi peraturan daerah ini 

terkait dengan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Terakhir kami 

melakukan sosialisasi dengan banyak sektor yang terlibat dalam kawasan tanpa 

rokok di dalam angkutan umum ini yaa membahas tentang evaluasi apa yang bisa 

dilakukan dan bagaimana cara pengimplementasinya ke lapangan begitu..” 

 

Menurut pendapat Bapak Julius Stefanus Simarmata sebagai staf bidang 

lalu lintas dinas perhubungan kota medan mengatakan “..banyak sebenarnya 

langkah-langkah yang telah dilakukan pertama memasang rambu larangan 

merokok pada bus dan angkutan umum lainnya seperti bus metro deli yang warna 

hijau kemarin, bus listrik itu sebenarnya ada larangan di dalam nyaitu larangan 

untuk tidak merokok, begitu juga dengan angkot dan  barubaru ini ada bus wisata 

yang baru kita luncur kan itu juga terdapat larangan merokok jadi sebenanya 
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masyarakat sudah dihimbau untuk tidak merokok..”( hasil wawancara di dinas 

perhubungan pada 07 mei 2024) 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan telah 

banyak melakukan upaya-upaya agar implementasi perda ini dapat berjalan secara 

efektif seperti melakukan sosialisasi. Sosialisasi Perda KTR harus dilakukan 

secara berkelanjutan dan dengan menggunakan berbagai metode yang kreatif dan 

inovatif agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan sosialisasi 

yang efektif, diharapkan Perda KTR dapat diimplementasikan dengan baik dan 

tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua orang di Kota 

Medan dapat tercapai. Dengan demikian, sosialisasi Perda KTR bukan hanya 

penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan perda, tetapi juga untuk 

mewujudkan Kota Medan yang lebih sehat dan ramah bagi semua orang. 

Kemudian peneliti menanyakan Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait 

efektivitas peraturan ini, misalnya melalui penelitian atau pemantauan secara 

berkala, Hasil wawancara dengan Bapak Surya Febri Nadia mengatakan:”.. Yang 

pertama seperti saya bilang tadi kita akan mengadakan pertemuan apa apa yang 

menjadi evaluasi kedepan kalau memang itu tidak efektif apa perdanya diubah 

atau pasalnya harus diganti terkait dengan penindakan nya, atau kah ada yang 

membuat efek jera untuk planggar. Tapi yang jelas kami sudah berupaya dengan 

memanggil beberapa penggiat seperti pihak-pihak penegak perda..” (hasil 

wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024) 

Pengawasan yang ketat dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan 

Perda KTR. Ketika petugas secara rutin melakukan patroli dan menindak 
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pelanggar, masyarakat enggan untuk melanggar peraturan KTR. Pengawasan yang 

ketat seperti dilakukan nya  patroli atau razia rutin  yang dilakukan seharusnya 

masyarakat juga enggan melanggar peraturan tersebut, akan tetapi kesimpulan 

dari pernyataan diatas mengatakan bahwa pelanggar yang sudah dikenai sanksi 

tidak membuat efek jera pada pelanggar. Sedangkan seharusnya Pengawasan yang 

ketat dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar Peraturan KTR. Ketika 

pelanggar mengetahui bahwa mereka berisiko tinggi untuk ditindak, mereka akan 

lebih berhati-hati untuk tidak merokok di dalam angkutan umum. 

Dengan Pengawasan yang ketat dapat membantu membangun kebiasaan baru 

bagi masyarakat untuk tidak merokok di dalam angkutan umum. Ketika 

masyarakat terbiasa melihat petugas yang tegas dalam menegakkan Perda KTR, 

mereka akan terbiasa untuk tidak merokok di dalam angkutan umum. 

Masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi peraturan daerah 

(perda) tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Maka hal itu di 

perlukan kerjasama dari masyarakat untuk keberhasilan peraturan ini. Bapak 

Surya Febri Nadia mengatakan :“..Masyarakat juga setuju dengan perdanya 

namun perlunya semacam kuat hukum nya jadi mereka tidak akan mengulang nya 

lagi, apa rokok nya dibuat mahal atau memang hukuman lebih keras. Namun 

perlunya dari dasarnya dulu rokok itu..” (hasil wawancara di dinas perhubungan 

pada 02 mei 2024) 

Kemudian dengan Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan 

efektivitas implementasi peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok di 

dalam angkutan umum. Pemerintah Kota Medan memang memiliki program 



 

58 

 

untuk menyediakan pengaduan pelanggaran KTR berbasis aplikasi bernama 

"Pantau KTR". Namun, aplikasi ini tampaknya fokus pada pelaporan pelanggaran 

KTR di berbagai tempat umum, termasuk angkutan umum, dan tidak secara 

khusus dirancang untuk membantu masyarakat dalam memahami peraturan KTR 

atau menemukan tempat merokok yang legal. 

 

Gambar 4.1 Aplikasi Pantau Ktr 

 

Sumber : https://images.app.goo.gl/crekqzDk4CBt521V6 

 

Akan tetapi implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di 

dalam angkutan umum di kota medan belom berjalan dengan efektif karna 

pengawasan yang kurang ketat, tidak menyeluruh penyebaran poster dan banner 

https://images.app.goo.gl/crekqzDk4CBt521V6
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di tempat-tempat yang menjadi lingkungan kawasan tanpa rokok, kurang nya 

kesadaran masyarakat sendiri.    

2. Adanya Kelompok Sasaran ( target groups) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kamis tanggal 02 mei 

2024 pukul 10.00 wib dengan bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat 

komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas, kemudian penulis 

menanyakan Langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Medan 

dalam mensosialisasikan peraturan ini, Berikut hasil wawancara dengan Surya 

Febri Nadia :..“kalau tidak salah di  jalan sm raja kemarin depan taman makan 

pahlawan, ada yang disanksi dengan membayar denda ada yang di sanksi dengan 

melakukan tindakan persuasif seperti keputusan atau apa yang ada bole nanti 

minta datanya sama stpol pp, nah untuk angkutan umum selayaknya angkutan 

umum memnag pelayanan nya harus ber ac, jadi jika kendaraan yang ber ac tidak 

ada lagi yang namanya merokok masalahnya sekarang kendaraan angkot itu 

terbuka. Dasar dasar nya pelayanan kan salah satunya dari angkutan umum. 

Sopir nya aja merokok apa lagi penumpang nya”.. 

Target group dalam implementasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

dalam angkutan umum adalah bagian dari policy stakeholders yang diharapkan 

dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus 

kebijakan. Kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka 

diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah 

dirumuskan. 
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3. Adanya Organisasi Pelaksana ( implementing organization ) 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 mei 

2024 pukul 10.00 wib dengan Bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat 

komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas peneliti menanyakan 

sektor atau dinas lain yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan mengenai 

kawasan tanpa rokok. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Surya Febri Nadia 

: “..Pastinya itu Dinas Kesehatan Kota Medan, Satpol PP, Dinas Kebersihan kalo 

sekarang nama nya Dinas Lingkungan Hidup artinya apa terkait dengan sampah 

asap rokok dan segala macam ikut terlibat juga disitu, emisi karna satu polusi 

udara..” (hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024) 

 

Sedangkan menurut Bapak Julius Stefanus Simarmata ada beberapa dinas 

atau sektor yang juga terlibat seperti: “..dinas lingkungan hidup, dinas 

kesehatan,dinas sosial, dan juga sebenarnya dinas pendidikan juga ikut jadi para 

murid dan warga yang menggunakan angkutan sebenarnya disosialisasikan lah 

gitu kan diberitahukan kepada masyarakat..”( hasil wawancara di dinas 

perhubungan pada 07 mei 2024) 

 

4. Adanya Faktor Lingkungan (enveronmental factors ) 

Environmental factors yang mempengaruhi implementasi Perda tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum adalah unsur-unsur di dalam 

lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, 

sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 
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dilaksanakan pada tanggal 02 mei 2024 pukul 10.00 wib dengan Bapak Surya 

Febri Nadia selaku perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang 

lalu lintas Peneliti menanyakan apakah lingkungan sosial dan ekonomi 

masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini. Berikut hasil wawancara: 

“..Pasti sosial politik budaya itu kenapa budaya karna secara gak sadar pasti 

bapaknya menyuruh anak nya membeli rokok, seperti faktor lingkungan, oleh 

karena itu perlu edukasi, peran orang tua, sekolah itu penting.  Dampak ekonomi 

pasti kena karna keuangan menurun, kesahatan juga , saran saya bukan hanya 

satu OPD saja tapi adaa OPD lain..” 

Kemudia peneliti menanyakan apakah lingkungan sosial dan ekonomi 

masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini. Menurut bapak Surya Febri 

Nadia yang menjabat sebagai perangkat komputer utama seksi angkutan jalan 

bidang lalu lintas mengatakan “..Pasti sosial politik budaya itu kenapa budaya 

karna secara gak sadar pasti bapaknya menyuruh anak nya membeli rokok, 

seperti faktor lingkungan, oleh karena itu perlu edukasi, peran orang tua, sekolah 

itu penting.  Dampak ekonomi pasti kena karna keuangan menurun, kesahatan 

juga , saran saya bukan hanya satu OPD saja tapi adaa OPD lain..”  

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pendapat narasumber tentang 

penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan 

umum kota medan, peraturan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap 

kesehatan masyarakat? “..peraturan terkait dengan kawasan tanpa rokok di dalam 

angkutan umum dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat 

Kota Medan. Oleh karna itu dinas kesehatan sangat penting dalam peran ini. 
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Dinas Perhubungan Kota Medan telah berupaya meningkatkan kesehatan 

masyarakat Kota Medan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat tentang peraturan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok di dalam 

angkutan umum..” ( hasil wawancara Bapak Dimas Dwi Tamaputra) 

Hasil wawancara implementasi peraturan darah tentang kawasan tanpa 

rokok di dalam angkutan umum kota medan dapat disimpulkan bahwa dalam 

implementasi perda kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum memang 

belum berjalan efektif masih banya kekurangan dalam pelaksanaan perda ini 

diantaranya SDM masyarakat yang tidak sama, karena mereka memiliki 

kompetensi, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan keterlibatan yang berbeda. 

Selanjutnya dilihat dari pengawasan yang kurang, sanksi yang tidak memiliki efek 

jera bagi pelanggarnya dan lain sebagainya.  

Dapat disimpulkan, pengaruh lingkungan budaya, ekonomi, sosial, dan 

politik terhadap peraturan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum dapat 

dilihat sebagai interaksi antara faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi 

keputusan masyarakat dan pengelola angkutan umum. Dalam hal ini, kebijakan 

transportasi yang lebih sehat dan lebih efisien yang didukung oleh lingkungan 

budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung kebijakan kawasan tanpa 

rokok dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kawasan 

tanpa rokok di dalam angkutan umum.  

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu di selenggarakan atau 

dilaksanakan di Angkutan Kota. Agar masyarakat yang berada di dalam 
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kendaraan tidak merasa terganggu akibat rokok baik pengemudi dan/atau 

penumpang. Dengan terciptanya Kawasan Tanpa Rokok juga berakibat baik bagi 

pengemudi dan/atau penumpang baik untuk kesehatan masing-masing. 

Dalam peraturan yang berlaku ada beberapa titik yang menjadi prioritas 

untuk diteteapkan nya sebagai kawasan tanpa rokok seperti,berikut pengertian 

ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 

adalah;  

 

a. Fasilitas pelayanan kesehetan Adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Meliputi; rumah sakit, rumah bersalin, 

poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat 

praktek kesehatan swasta. Di kawasan ini dilarang mempromosikan, 

mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok.  

 

b. Tempat proses belajar mengajar Adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan 

belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Meliputi; sekolah, perguruan 

tinggi, balai pendidikan, dan pelatihan balai latihan kerja, bimbingan belajar dan 

tempat kursus. Selain sebagai ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok, juga dilarang 

mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok.  
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c. Tempat anak bermain Adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang di 

gunakan tempat bermain anak-anak. Meliputi; kelompok bermain, penitipan anak, 

pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak dengan batasan 

areanya hingga batas pagar terluar.  

 

d. Tempat ibadah Adalah bangunan atau ruangan yang tertutup yang memiliki 

ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk 

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 

Meliputi; mesjid, musholah, surau, langgar, gereja, pura, vihara dan klenteng. 

Pada kawasan ini setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, 

mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sampai 

dengan batas luas pagar area lingkungan peribadatan.  

 

e. Angkutan umum Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa 

kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. Meliputi; bus umum, 

taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak 

sekolah, dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, 

angkutan air dan angkutan lainnya. Termasuk juga larangan dalam kawasan ini, 

setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, 

dan/atau membeli produk-produk rokok.  

 

 f. Tempat kerja Adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau 

tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk 
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keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 

Meliputi; perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran 

swasta, industri. Tempat kerja sebagai Kawasan Tanpa Rokok ini adalah di tempat 

dan/atau gedung tertutup  

 

g. Tempat umum Adalah semua tempat tertutup yang dapat di akses oleh 

masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk 

kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Meliputi; pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, 

hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal 

angkutan barang, pelabuhan, dan bandara. Namun tidak termasuk dalam larangan 

bagi setiap orang sebagaimana di maksud dengan tempat umum ini tempat atau 

gedung tertutup serta lembaga dan/atau badan untuk mengiklankan, 

mempromosikan dan mejual produk rokok. 

 

Keberadaan KTR membantu melindungi mereka yang merasa terganggu 

dengan asap rokok. Keberadaan KTR juga dapat mengontrol para perokok nakal 

yang merokok sembarangan dan mengabaikan etika. Penetapan KTR juga 

semestinya bermanfaat salah satunya mengajak para perokok santun dalam 

menjalani aktivitas merokok mereka. 

  

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah narasumber melihat tingkat 

kepatuhan yang tinggi dari penumpang dan pengelola angkutan umum terhadap 



 

66 

 

peraturan ini. Menurut Bapak Surya Febri Nadia mengatakan “..Hari ini dirazia  

kita ambil sampel, besok mereka berbuat lagi, tidak setiap hari petugas itu harus 

siap namun dalam hal itu mereka tetap ulangulang lagi, kembali lagi ke SDM kita 

yang berbeda-beda..” ( Hasil Wawancara Di Dinas Perhubungan Pada 07 Mei 

2024) 

Kota Medan-Intipnews.com: Tingkat kepatuhan warga Kota Medan 

terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) kurang dari 50%. Penjelasan tersebut disampaikan Yayasan 

Warisan Budaya Indonesia (YPI) saat melakukan sosialisasi tingkat kepatuhan 

masyarakat dalam penerapan aturan kawasan dilarang merokok (KTR) kepada 

pemangku kepentingan di sejumlah dinas Pemko Medan. , lembaga, universitas, 

organisasi dan lain-lain, di Hotel Arya Duta pada Selasa tahun lalu. Penelitian ini 

dilakukan di 50 wilayah di KTR yang meliputi 4 lokasi: fasilitas pendidikan, 

kesehatan, perkantoran dan transportasi umum. Pada fasilitas kesehatan dan 

pendidikan sebesar 66,67%, pada angkutan umum sebesar 45% dan tertinggi pada 

tempat kerja sebesar 83,33%. Satgas KTR yang berfungsi sebagai pengawas dan 

diberi kewenangan berdasarkan Peraturan KTR Wilayah Kota Medan masih 

belum berfungsi secara maksimal. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 

83,7% belum membentuk kelompok kerja KTR. Ketidaktahuan berarti satgas 

tidak berani menegur pihak yang melakukan kegiatan terkait rokok dan kurang 

efisien dan disiplinnya satgas membuat kegiatan terkait rokok terus terjadi. 

Bahkan pengemudi angkutan umum tersebut diketahui merokok di dalam mobil. 
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Kutipan dari (RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS 

PERHUBUNGAN TA 2021-2026) Secara umum permasalahan lalu lintas dan 

angkutan jalan di Kota Medan disebabkan oleh belum adanya rencana bisnis 

(sosialisasi) berupa petunjuk dan petunjuk kepada Dinas Perhubungan Kota 

Medan untuk mengatur kondisi angkutan dalam kota dari Medan. Rendahnya 

tingkat kedisiplinan pengemudi angkutan umum di Kota Medan menyebabkan 

perlunya pengawasan dengan tingkat kepatuhan pengguna jalan hanya +40%. 

Proporsi masyarakat yang menggunakan angkutan umum semakin meningkat 

setiap tahunnya dan meningkatnya kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan 

angkutan umum akan mencapai 45% pada tahun 2020. 

Namun, penerapan kebijakan ruang bebas rokok di angkutan umum saat 

ini juga harus mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda. termasuk 

dukungan masyarakat, pemahaman kebijakan dan penegakan hukum. Pendekatan 

komprehensif, termasuk kolaborasi antara pemerintah, operator transportasi 

umum, masyarakat sipil, dan keluarga diperlukan untuk mencapai hasil yang 

efektif dan berkelanjutan. 

Hubungan Sistem ini berimplikasi pada dampak merokok terhadap 

kesehatan masyarakat. Kebijakan bebas rokok di beberapa daerah membantu 

melindungi masyarakat dari dampak perokok pasif dan mendorong gaya hidup 

sehat. Kebijakan seperti ini dapat membantu mengubah sikap masyarakat terhadap 

rokok. Dengan terciptanya kawasan bebas tembakau, diharapkan masyarakat 

semakin sadar akan bahaya merokok bagi kesehatan dan lingkungan. 
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Selain lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, budaya dan politik juga 

mempunyai dampak yang besar. pengaruh terhadap Pemberlakuan Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan 

Umum di Kota Medan. Pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik 

terhadap pengaturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum dapat diamati dalam 

beberapa aspek terkait kebijakan transportasi dan Pemanfaatan ruang. 

Hasil wawancara implementasi peraturan darah tentang kawasan tanpa 

rokok di dalam angkutan umum kota medan dapat disimpulkan bahwa dalam 

implementasi perda kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum memang 

belum berjalan efektif masih banya kekurangan dalam pelaksanaan perda ini 

diantaranya SDM masyarakat yang tidak sama, karena mereka memiliki 

kompetensi, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan keterlibatan yang berbeda. 

Kemudian dilihat dari pengawasan yang kurang, sanksi yang tidak memiliki efek 

jera bagi pelanggarnya dan lain sebagainya.  

4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok 

Keinginan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk mewujudkan kesehatan 

masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok atau larangan 

merokok saat berada di Angkutan Kota masih jauh tertinggal dari harapan. 

impelementasinya Kawasan Tanpa Rokok di angkutan kota tidak dijalankan 

sebagaimana ketentuan baik pihak perilaku yang menjadi sasaran tersebut. 

sehingga masih banyak masyarakat tidak mengindahkan peraturan ini seperti 

ditemukannya banyak sopirdan penumpang angkot yang merokok di dalam 
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angkutan umum,  di temukan bahwa angkutan kota yang tidak memasang tanda-

tanda larangan merokok di dalam angkutannya. Realita ini dapat menjadi 

indikator ketidakberhasilannya pelakasanaan kawasan tanpa rokok di Angkutan 

Kota karena pelaksanaan dikatakan berhasil apabila kebijakan itu dapat diraih, 

yang di capai melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan.  

Salah seorang penumpang angkot, mengatakan bahwa di dalam angkot 

(angkutan kota) daerah medan timur karena tidak mengetahui adanya larangan 

merokok dalam Angkutan Kota tersebut, dan pengemudi supir tidak ada 

memberikan teguran terhadap itu apalagi diberi sanksi. Selain itu minim laporan 

dari penumpang sehingga menyulitkan mengetahui seberapa hasil pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok. Tidak berjalannya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di 

Angkutan kota karena adanya hambatan. Kadang kala apa yang sudah di tetapkan 

berbeda dengan keadaan lapangan dan hasil yang di capai.  

a)  Faktor Pendukung 

 

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi perda 

kawasan tanpa rokok Menurut pendapat bapak Surya Febri Nadia yaitu“..untuk 

faktor pendukung kami melakukan sosialisasi Kalau tidak salah tahun lalu ada 

diselengarakan di hotel Grandika di depan sekolah Safiatul Ladies jalan dokter 

Manshur itu kita ada dari penggiat untuk kawasan tanpa rokok, nah disitu kita 

berkumpul dari stakeholder termasuk pemerintah kota Medan diwakili dari Satpol 

PP, Dishub, dan juga dari Dinas Kesehatan dan yang lain terkait kawasan tanpa 

rokok, nah kita bicarakan perda ini memang harus diterapkan..”  
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Pernyataan  bapak Julius Stefanus Simarmata sebagai staf angkutan dan 

jalan juga menambahkan “..banyak sebenarnya langkah-langkah yang telah 

dilakukan pertama  memasang rambu larangan merokok pada bus-bus kita 

seperti bus metro deli yang warna hijau  kemarin, bus listrik itu sebenarnya ada 

larangan di dalam nyaitu larangan untuk tidak merokok dan juga barubaru ini 

ada bus wisata kan  bus isata yang baru kita luncur kan itu juga terddapat 

larangan merokok jadi sebenanya masyarakat sudah dihimbau untuk tidak 

merokok..”. 

 

Hasil wawancara diatas dapat diambil point-point untuk faktor pendukung 

implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok  di dalam angkutan umum kota 

medan yaitu dilakukannya sosialisasi dari stakeholder yang terlibat terkait 

kawasan tanpa rokok, adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh petugas yang 

turun kelapangan, memasang  pemberitahuan dilarang merokok di dalam 

angkutan umum, 

b)  Faktor Penghambat 

 

Faktor penghambat pemberlakuan Perda Kawasan Tanpa Rokok di 

angkutan umum Kota Medan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

aturan-aturan tentang kawasan termasuk Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, masih 

ada peraturan dengan diberlakukannya sanksi berupa teguran, masih didapati 

orang yang merokok di lingkungan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa 

Rokok. Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum di 
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Kota Medan menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah 

kurangnya sosialisasi yang efektif tentang Perda KTR, sehingga masyarakat tidak 

mengetahui tentang pentingnya kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. 

Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran Perda KTR 

juga menjadi hambatan, sehingga pelanggaran masih banyak terjadi. Keterbatasan 

sumber daya yang memadai juga menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan 

kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal.  

Keterbatasan SDM yang handal juga menjadi hambatan, sehingga 

pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Kurangnya koordinasi 

antar organisasi juga menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak 

dapat berjalan dengan efektif. Karena Dengan adanya komunikasi manusia dapat 

berintraksi secara efektif sehingga aktivitas yang sering dilakukan manusia bisa 

berjalan dengan baik. (Rafieqah Nalar Rizky dan Moulita, 2017) 

Pernyataan seorang sopir angkot Bapak Amaludin Pakpahan salah satu 

masyarakat medan kota mengenai peraturan ini, mengakui bahwa beliau tidak tau 

tentang peraturan ini dan beliau merasa peraturan daerah tentang kawasan tanpa 

rokok di dalam angkutan umum ini memang mempunyai tujuan yang bagus tetapi 

untuk implementasinya sulit diterapkan oleh masyarakat terkhusus sopir dan 

penumpang angkutan umum atau angkot, karna merokok sudah menjadi kebiasaan 

yang membudaya. Dari pernyataan Bapak Amaludin Pakpahan dapat diketahui 

bahwa peraturan ini belum menyeluruh diketahui oleh semua objek yang terlibat. 

Dan kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor, Bapak Amaludin Pakpahan 

sebagai sopir angkutan yang tidak mengetahui akan peraturan tersebut. Bapak 
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Amaludin Pakpahan juga menambahkan pernyataan bahwa beliau sendiri yang 

menjadi sopir angkot juga merokok.  

Menurut bapak Surya Febri Nadia untuk foktor penghambat ditemukan 

bahwa “..terkendala di masing masing OPD memang harus bergabung kolaborasi 

kan gitu perlunya dibentuk suatu regulasi ataupun kebersamaan yang bersifat 

mengikat agar setiap saat ini harus segera ditegakkan kembali lagi ke masyarakat 

dengan SDM yang berbeda beda jadi misalkan kita lakukan tindakan apa yang 

akan menjadi nanti dampaknyakan dilihat kedepan apa yang terjadi nanti sudah 

pernah dilakukan penegakan  disidang ditempat kalau tidak salah di  jalan sm 

raja kemarin depan taman makan pahlawan, ada yang disanksi dengan 

membayar denda ada yang di sanksi dengan melakukan tindakan persuasif seperti 

keputusan nah untuk angkutan umum selayaknya angkutan umum memang 

pelayanan nya harus ber AC, jadi jika kendaraan yang ber AC tidak ada lagi 

yang namanya merokok masalahnya sekarang kendaraan angkot itu terbuka. 

Dasar dasar nya pelayanan kan salah satunya dari angkutan umum. Sopir nya 

aja merokok apa lagi penumpang nya..” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan faktor penghambat implementasi 

perda tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum itu terdapat pada 

SDM masyarakat itu sendiri yang berbeda-beda, kendaraan yang terbuka mejadi 

salah satu faktor terjadi nya pelanggaran, tidk adanya kesadaran yang dimiliki 

masyarakat itu sendiri, sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera pada 

pelanggar yang terus menerus melanggar, sudah menjadi budaya yang sulit untuk 

di perbaiki. Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum Kota 
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Medan telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan 

mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. 

Dengan demikian Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi 

peraturan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum sangat dipengaruhi oleh 

dinamika kompleks dari lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat yang rendah dan 

SDM yang berbeda-beda juga sangat mempengaruhi keberhasilan peraturan ini.  

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat dalam merancang dan 

melaksanakan kebijakan semacam itu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa 

Rokok di dalam angkutan umum Kota Medan masih menghadapi beberapa 

hambatan. Salah satu hambatan adalah kurangnya sosialisasi yang efektif tentang 

Perda KTR, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya kawasan 

tanpa rokok di dalam angkutan umum. Selain itu, kurangnya pengawasan yang 

ketat terhadap pelanggaran Perda KTR juga menjadi hambatan, sehingga 

pelanggaran masih banyak terjadi. 

 

4.4 Analisis Dan Pembahasan 

Pada sub bab ini berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan tetap 

mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus kebijakan dalam 

penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh 
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selama penelitian, baik wawancara kepada narasumberpenelitian terhadap 

permasalahan yang diteliti yaitu implementasi peraturan daerah tentang kawasan 

tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan. Berikut uraian hasil analisis 

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan. 

1. Adanya Kebijakan Yang Ideal ( Idealized Policy) 

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dianggap 

sebagai suatu proses atau suatu aliran. Model Smith memandang proses 

implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan politik dan sosial, dimana 

kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk membawa 

perbaikan atau perubahan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Kebijakan 

yang diidealkan adalah suatu model interaksi yang diprakarsai oleh pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan 

menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Menurut Smith (Tachjan, 2006: 37), dalam proses Dalam implementasi 

kebijakan, terdapat beberapa hal yang dapat saling mempengaruhi dan 

berinteraksi, sehingga terjadilah ketegangan-ketegangan yang menyebabkan 

munculnya suatu proses bahkan tindakan material sehingga memerlukan 

pembentukan badan-badan baru untuk mencapai tujuan politik. Ketegangan ini 

juga dapat menyebabkan perubahan di dalam lembaga-lembaga. 

Proses kebijakan bukan hanya tentang bagaimana kebijakan dirumuskan. 

Proses kebijakan juga melibatkan implementasi kebijakan (enforcement), 

pemantauan dan evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan langkah yang 
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sangat penting dalam serangkaian proses kebijakan setelah mengidentifikasi atau 

merumuskan rencana kebijakan, karena implementasi kebijakan menentukan 

keberhasilan proses kebijakan dimana tujuan dan dampak kebijakan yang dapat 

diciptakan. Sebuah langkah yang sering diabaikan oleh sebagian besar analis 

politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Udoji (dalam Wahab, 2010:59) yang 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, 

bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya 

akan menjadi impian atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak 

dilaksanakan. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam proses perumusan 

kebijakan yang ideal pun tidak akan berdampak atau memberikan perbedaan 

dalam mencapai tujuan kebijakan jika tidak dilakukan langkah-langkah 

implementasi. Apalagi jika implementasinya tidak berjalan sesuai rencana ketika 

kebijakan tersebut disusun. Implementasi sendiri merupakan upaya untuk 

melaksanakan keputusan kebijakan.  

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2010) mendefinisikan proses 

implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, seringkali 

dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dalam bentuk perintah eksekutif, 

keputusan atau keputusan penting dari otoritas peradilan. Biasanya, keputusan 

mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, menyatakan dengan jelas 

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun/mengelola 

proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui beberapa tahapan, 

biasanya dimulai dari tahap ratifikasi, dilanjutkan dengan hasil politik berupa 

implementasi keputusan lembaga pelaksana (instansi), kemauan kelompok sasaran 
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untuk melaksanakan keputusan tersebut, dampak nyata – apakah keputusan 

tersebut akan dilaksanakan atau tidak. suka atau tidak suka – mengenai hasil, 

dampak keputusan sebagaimana dirasakan oleh badan pengambil keputusan, dan, 

pada akhirnya, perbaikan ( atau upaya perbaikan) yang signifikan sehubungan 

dengan peraturan/kebijakan terkait. 

Kebijakan yang diinginkan (idealized policy) adalah model interaksi yang 

ingin diubah dan kebijakan bertujuan untuk diubah. Model interaksi yang digagas 

oleh pengembang kebijakan bertujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan 

menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang 

mengidealkan penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

di angkutan umum dapat dikaitkan dengan model interaktif yang digagas oleh 

pengambil kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi, memotivasi dan 

menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Smith, 

ketika suatu kebijakan telah dikembangkan, maka kebijakan tersebut harus 

diimplementasikan dan hasilnya harus semaksimal mungkin sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). 

Dalam organisasi publik, Komunikasi seringkali merupakan sebuah proses 

yang sulit dan rumit. Proses penyampaian informasi dari satu organisasi ke 

organisasi lain dan komunikator seringkali dapat terdistorsi, baik disengaja 

maupun tidak. Jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang 

berbeda (tidak konsisten) terhadap suatu standar dan tujuan, atau jika sumber 

informasi yang sama memberikan interpretasi yang kontradiktif (bertentangan), 

maka implementasi kebijakan akan sulit menjadi efektif. Oleh karena itu, prospek 
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implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi yang 

akurat dan konsisten dengan para pelaksana kebijakan (akurasi dan konsistensi). 

Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam implementasi 

kebijakan. Semakin baik koordinasi dan pertukaran informasi antar pihak terkait 

dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin rendah dan 

sebaliknya. 

1. Pengawasan yang ketat: Pengambil kebijakan dapat memantau aktivitas 

merokok di angkutan umum dengan menunjuk pengawas untuk memantau dan 

mencegah aktivitas merokok yang tidak sesuai dengan peraturan kawasan. 

2. Gunakan poster dan spanduk: Para pengambil kebijakan dapat 

menggunakan poster dan spanduk untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya KTR dan dampak negatif merokok pada angkutan 

umum. 

3. Gunakan keterlibatan masyarakat: Pembuat kebijakan dapat menggunakan 

keterlibatan masyarakat untuk memantau dan mencegah kegiatan terkait tembakau 

yang tidak mematuhi peraturan daerah.  

4. Penggunaan teknologi: Pengambil kebijakan dapat menggunakan teknologi 

seperti aplikasi seluler untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya KTR dan dampak negatif merokok pada angkutan umum. 

2.  Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)  
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 Menurut Kotler dan Keller (2016) Kelompok sasaran adalah sekelompok 

orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa, yang menjadi sasaran 

strategi pemasaran suatu perusahaan. 

 Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang terlibat diharapkan 

untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan. model interaksi yang 

diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang diharapkan menerima 

dan beradaptasi dengan model interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya 

tanggap kelompok sasaran. Jika kelompok sasaran bersedia menerima dan 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka 

kebijakan tersebut akan berhasil. 

 Apa yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau 

beradaptasi terhadap kebijakan yang diterapkan bergantung pada (1) sejauh mana 

isi kebijakan sesuai dengan harapan mereka; (2) karakteristik masing-masing 

kelompok sasaran seperti gender, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan status 

sosial ekonomi; (3) adanya komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementer) 

dan penerima manfaat kebijakan (target group), sehingga komunikasi yang buruk 

menjadi kelemahan implementasi kebijakan yang efektif. Kelompok sasaran yang 

terkait dengan penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

angkutan umum, seperti: 

1. Pengguna angkutan umum: Pengguna angkutan umum merupakan kelompok 

sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi model interaksi yang diharapkan oleh 
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pembuat kebijakan. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan perilakunya agar 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti dilarang merokok di 

angkutan umum. 

2. Pengemudi angkutan umum: Pengemudi angkutan umum merupakan kelompok 

sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi model interaksi yang diharapkan oleh 

para pembuat kebijakan. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan perilakunya 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti tidak memungut biaya tambahan 

untuk merokok di angkutan umum. 

3. Pengawas angkutan umum: Pengawas angkutan umum yang bekerja di sektor 

angkutan umum merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi 

model interaksi yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Mereka 

diharapkan mampu menyesuaikan perilakunya dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan, seperti pengawasan dan penghentian aktivitas merokok yang tidak 

sesuai dengan peraturan daerah. 

3. Adanya Organisasi Pelaksana (Implementing Organization) 

 Organisasi pelaksana, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan. Pelaksana dapat berupa organisasi atau individu yang benar-benar 

melaksanakan kebijakan dengan fungsi pengelolaan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Menurut Griffin, Ebert, dan Keller (2016), organisasi pelaksana 

adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan strategi dan program 

yang ditentukan oleh organisasi induk. Menurut Robbins dan Coulter (2014), 
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organisasi pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan 

tugas operasional sehari-hari suatu organisasi. 

 Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Jika mempertimbangkan karakteristik lembaga 

pelaksana, pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Hal ini penting 

karena efektivitas implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakter 

baik dan kecukupan lembaga pelaksana. Beberapa kebijakan mengharuskan 

organisasi yang bertanggung jawab atas penerapannya bersikap ketat dan disiplin. 

Pada saat yang sama, dalam konteks lain, diperlukan lembaga yang demokratis 

dan persuasif. Selain itu, ruang lingkup atau sektor juga menjadi faktor penting 

untuk dipertimbangkan ketika menentukan lembaga yang akan melaksanakan 

kebijakan tersebut. Beberapa hal yang relevan dengan penerapan peraturan daerah 

tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum, seperti: 

1. Departemen Kesehatan: Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan organisasi 

yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kawasan dilarang merokok di 

angkutan umum. Mereka melakukan kegiatan penyadaran dan sensitisasi untuk 

menyebarkan kesadaran tentang pentingnya KTR. 

2. Kementerian Perhubungan: Kementerian Perhubungan adalah lembaga 

pelaksana yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan kawasan dilarang 

merokok di angkutan umum. Mereka memantau dan mengendalikan aktivitas 

terkait merokok di angkutan umum. 
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3. Departemen Sosial: Dinas Sosial Kota Medan merupakan organisasi yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di angkutan 

umum. Dinas sosial dapat membantu menyosialisasikan dan mengedukasi 

masyarakat mengenai peraturan KTR di daerahnya, termasuk larangan merokok di 

angkutan umum, sanksi dan manfaatnya. Dinas sosial ini dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap penerapan peraturan KTR daerah pada 

angkutan umum di Kota Medan. 

4. Dinas Pendidikan : Dinas Pendidikan Kota Medan dapat membantu 

mensosialisasikan dan mendidik siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan tentang 

peraturan KTR di daerahnya, termasuk larangan merokok pada kendaraan umum, 

sanksi dan manfaatnya. 

5. Dinas Lingkungan Hidup : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat 

memantau kualitas udara di angkutan umum untuk mengetahui tingkat 

pencemaran udara akibat asap rokok. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan peraturan KTR daerah 

pada angkutan umum di Kota Medan. Hal ini diharapkan dapat membantu 

menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua orang dan mewujudkan 

Medan bebas rokok, termasuk di transportasi umum. 

6. Satpol PP: Satpol PP Kota Medan merupakan organisasi yang bertanggung 

jawab dalam penerapan kebijakan kawasan dilarang merokok di angkutan umum. 

Melalui kerja sama yang baik antara Satpol PP, pemerintah setempat, dan 

masyarakat, diharapkan peraturan KTR daerah di Kota Medan dapat terlaksana. 
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baik dan tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua 

orang, termasuk di angkutan umum, dapat tercapai 

 Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan peraturan 

daerah di bidang Dilarang merokok di angkutan umum adalah lembaga pelaksana 

yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka melakukan 

berbagai kegiatan seperti penyadaran, konsultasi, pemantauan dan pengawasan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTR. Departemen 

transportasi sering melakukan kegiatan peningkatan kesadaran sebagai bagian dari 

penerapan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Dalam proses 

sosialisasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, banyak sektor atau 

instansi yang terkait dengan kawasan tanpa rokok yang terlibat, seperti dinas 

kesehatan, dinas perhubungan, dan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas 

lingkungan hidup, Satpol PP , dll. 

4.  Adanya Faktor Lingkungan (Environmental Factors ) 

Menurut Emil Salim (1984), faktor lingkungan meliputi segala sesuatu yang 

ada di sekitar manusia, baik yang berwujud hidup maupun benda mati, dan dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor lingkungan (environmental faktor), khususnya faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan. Hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika 

menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana 

kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. 

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau mendukung 
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dapat menjadi sumber permasalahan akibat kegagalan implementasi kebijakan. 

Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan kondisi lingkungan 

eksternal yang mendukung. Banyak perhatian diberikan pada dampak lingkungan 

sosial, ekonomi, dan politik terhadap kebijakan publik dengan mengidentifikasi 

pengaruh variabel-variabel lingkungan yang mungkin mempengaruhi keluaran 

atau outcome kebijakan. 

Faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik 

yang berwujud makhluk hidup maupun benda mati, yang dapat mempengaruhi 

kehidupan manusia. Faktor lingkungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Menurut para ahli, pengertian 

faktor lingkungan pada dasarnya mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu 

yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. 

Faktor lingkungan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap 

kesehatan manusia. Penting untuk menyadari faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan kita dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 

paparan terhadap polutan berbahaya. Kita dapat melakukan hal ini dengan 

menentukan pilihan seperti menggunakan transportasi umum atau bersepeda 

daripada mengemudi, menghindari rokok dan perokok pasif, serta mengonsumsi 

makanan sehat. Kita juga dapat mendukung kebijakan yang melindungi 

lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi 

dan politik. 
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1. Aspek budaya: Aspek budaya mempengaruhi penerapan peraturan daerah 

tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum dengan mempengaruhi 

perilaku masyarakat. Masyarakat yang budayanya tidak mendukung kebijakan 

kawasan tanpa rokok dapat mempengaruhi penerapannya. Budaya masyarakat 

yang lebih mendukung kebijakan kawasan bebas rokok dapat mempengaruhi 

keputusan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum bebas rokok. 

Budaya merokok yang kuat di masyarakat dapat menimbulkan tantangan dalam 

penerapan kebijakan ruang bebas rokok. 

2. Aspek ekonomi: Biaya operasional yang lebih rendah dan keuntungan yang 

lebih tinggi dari angkutan umum tanpa rokok dapat mempengaruhi keputusan 

pengelola angkutan umum untuk menerapkan kebijakan pengobatan kawasan 

dilarang merokok. Dalam hal ini, faktor ekonomi yang mendukung kebijakan 

transportasi yang lebih efektif dapat meningkatkan kemungkinan kebijakan 

kawasan bebas rokok pada angkutan umum. Kebijakan mengenai kawasan tanpa 

rokok di angkutan umum dapat berdampak pada industri tembakau dan berpotensi 

menurunkan penjualan produk tembakau. Hal ini dapat menimbulkan 

kekhawatiran bagi pemerintah dan pelaku industri tembakau. Di sisi lain, 

penegakan peraturan kawasan bebas rokok dapat memberikan sumber pendapatan 

baru bagi pemerintah, baik melalui denda bagi pelanggar atau melalui biaya izin 

atau pajak khusus. 

3. Aspek Sosial: Aspek sosial mempengaruhi penerapan peraturan daerah 

tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum dengan mempengaruhi 

perilaku masyarakat. Masyarakat memelihara ikatan sosial yang kuat yang dapat 
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mempengaruhi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan transportasi 

yang fokus pada kenyamanan dan keselamatan penumpang dapat mempengaruhi 

keputusan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum bebas rokok. 

Misalnya, jika angkutan umum bebas rokok lebih mudah diakses dan harganya 

lebih kompetitif, maka masyarakat akan lebih cenderung memilihnya. Dalam hal 

ini, aspek sosial yang mendukung kebijakan transportasi yang lebih sehat dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok pada 

angkutan umum. Aspek sosial dari merokok sebagai perilaku yang tidak 

diinginkan atau tidak disadari akan mendukung penerapan peraturan kawasan 

tanpa rokok. Kebijakan seperti ini mungkin lebih dapat diterima di masyarakat 

dimana kesadaran akan bahaya merokok sudah meningkat. Tingkat dukungan 

masyarakat terhadap kebijakan ruang bebas rokok dapat mempengaruhi 

keberhasilan implementasinya. Jika mayoritas masyarakat mendukung kebijakan 

tersebut, akan lebih mudah untuk menegakkan aturan dan mencapai kepatuhan. 

4. Aspek ekonomi: Aspek ekonomi mempengaruhi penerapan peraturan 

daerah tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum dengan mempengaruhi 

biaya dan manfaat. Biaya yang tinggi dapat mempengaruhi implementasi 

kebijakan tersebut. 

5. Aspek politik: Aspek politik mempengaruhi implementasi peraturan daerah 

tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum dengan mempengaruhi 

kebijakan yang dikembangkan. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat 

mempengaruhi implementasinya. Kebijakan transportasi yang fokus pada 

kenyamanan dan keselamatan penumpang dapat mempengaruhi keputusan 
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pemerintah untuk mengambil kebijakan kawasan tanpa rokok pada transportasi 

umum. Misalnya, jika pemerintah mempunyai kebijakan yang lebih mendukung 

kawasan tanpa rokok, maka pengelola angkutan umum akan cenderung 

mengadopsi kebijakan ini. 

Penerapan kebijakan bebas rokok di kota Medan kurang dihormati dan 

menghadapi tantangan seperti pemantauan, penegakan hukum dan peningkatan 

kesadaran. Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa 

Rokok harus melarang perokok memasuki kawasan Tanpa Rokok di lokasi 

dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan instansi dan/atau 

organisasi yang berada di kawasan tanpa rokok yang ditetapkan sebagai Kawasan 

Tanpa Rokok wajib memasang tanda atau pemberitahuan dilarang merokok, yang 

dapat berupa tayangan pendek dan/atau gambar secara audiovisual, di lokasi 

dan/atau tempat dimana merokok dilarang. tanggung jawab mereka dan 

dinyatakan dengan jelas, misalnya sebagaimana tercantum dalam pasal 21 yang 

berbunyi “memasang tanda dan pemberitahuan dilarang merokok yang diwajibkan 

pada semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dianggap perlu, mudah 

dibaca dan/atau dipahami. 

Di sisi lain Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa “setiap orang dan/atau 

organisasi wajib menaati larangan di tempat atau kawasan yang ditetapkan 

sebagai KTR” di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; 

melarang setiap orang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi 

tanggung jawabnya; bertanggung jawab, melalui rambu-rambu atau melalui 

pendukung yang mudah dipahami, memasang rambu-rambu dilarang merokok 
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yang diwajibkan pada semua pintu masuk utama dan lokasi-lokasi yang dianggap 

perlu, mudah dibaca dan/atau didengar. 

Menurut Teori Van Meter dan Van Horn Teori ini menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan (Budi Winarno, hal 44-45). Sedangkan menurut Ismail (2003) 

Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-

perintah atau keputusan-keputusan oleh badan eksekutif yang penting atau 

keputusan Badan Penelitian. 

Menurut Dunn (1981) dalam (Tahir,2014) tentang implementasi kebijakan 

sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan 

maka ia mendefinisikan implementasi berkaitan dengan proses politik dan 

administrasi. Terkait hal tersebut ada beberapa teori mengenai implementasi 

kebijakan publik diantaranya Ripley dan Franklin berpendapat bahwa 

implementasi kebijakan dinilai dengan memakai ukuran tingkat kepatuhan, 

mengukur dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan dampak yang diiginkan.  

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda 

Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum Kota Medan masih memerlukan 

perbaikan. Salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilan implementasi adalah 

dengan meningkatkan sosialisasi yang efektif tentang Perda KTR. Selain itu, 
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pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran Perda KTR juga perlu ditingkatkan. 

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar tentang pentingnya kawasan 

tanpa rokok di dalam angkutan umum dan pelanggaran dapat dihindari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah 

tentang Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum di Kota Medan masih 

menghadapi beberapa kendala. Namun dengan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan perbaikan pelaksanaan peraturan daerah, maka keberhasilan 

pelaksanaan peraturan daerah dapat meningkat. Meskipun banyak peraturan dan 

kebijakan yang telah diterapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dan 

permasalahan dalam proses implementasinya.  

 Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan peraturan 

daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan mengenai 

kawasan termasuk kawasan tanpa rokok, serta belum diaturnya sanksi yang diatur 

dalam peraturan daerah secara rinci bagi pelanggarnya. peraturan ini. kebijakan. 

Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan meningkatkan implementasi peraturan daerah, seperti pendidikan 

dan kesadaran tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok di 

angkutan umum. 

 Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di Kota Medan, hasil penelitian 

menggunakan teori Smith yaitu : 
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1 . Kebijakan yang diidealkan (idealized policy) menunjukkan bahwa kebijakan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan melalui Kementerian 

Perhubungan banyak menghadapi kendala dalam penerapan peraturan KTR 

daerah seperti kurangnya pengawasan yang ketat, sosialisasi yang tidak efektif 

secara sosial dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. 

2. Kelompok sasaran (target groups) terdapat kelompok sasaran dalam 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas 

Tembakau pada Angkutan Umum. Kelompok sasaran peraturan bebas rokok di 

wilayah tersebut adalah operator angkutan umum seperti Dinas Angkutan Umum 

Medan. Kita melihat faktanya masih banyak pengemudi yang merokok di 

angkutan umum. Oleh karena itu, angkutan umum Medan merupakan kawasan 

tanpa rokok, dimana seluruh penumpang yang menggunakan angkutan umum 

dilarang merokok. Partisipasi masyarakat juga dinilai rendah. 

3. Organisasi Pelaksana (implementing organization), pada saat pemberlakuan 

peraturan daerah KTR di Kota Medan khususnya pada angkutan umum di Kota 

Medan tidak terdeteksi adanya pemberitahuan dan tidak adanya larangan merokok 

di dalam angkutan umum. 

4. Faktor lingkungan (envaironmental factors), dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi pemberlakuan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Tembakau pada 

Angkutan Umum. Lingkungan budaya, sosial, ekonomi dan politik yang tidak 

mendukung dapat menjadi sumber masalah akibat kegagalan kebijakan. Oleh 
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karena itu, upaya kebijakan memerlukan kondisi lingkungan eksternal yang 

mendukung. 

 Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah peraturan yang 

mengatur kawasan tanpa rokok, seperti misalnya Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan bebas rokok. Beberapa tahun terakhir telah 

dilakukan beberapa penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan 

tanpa rokok di Kota Medan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menghambat dan memudahkan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan KTR daerah 

pada angkutan umum di Kota Medan adalah: 

1. Kurangnya kesadaran dan pendidikan: Masyarakat masih belum banyak 

mengetahui peraturan KTR di daerah dan pentingnya menjaga kesehatan. 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang tidak 

peduli dengan peraturan KTR di daerah dan menganggap merokok di 

angkutan umum sebagai hak mereka. 

3. Lemahnya penegakan hukum: Aparat Dinas Perhubungan belum 

menunjukkan tekad dalam menegakkan peraturan KTR daerah. 

4. Kurangnya sarana dan prasarana: Belum tersedianya tempat khusus bagi 

perokok untuk merokok di luar angkutan umum. 

 Studi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kawasan dilarang 

merokok masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran 
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masyarakat. dan kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggar. Di tahun-

tahun mendatang, Pemerintah Kota Medan harus terus meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok di angkutan umum dan 

meningkatkan implementasi peraturan zona dengan meningkatkan sanksi yang 

efektif terhadap pelanggar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

mendukung dan mematuhi peraturan tentang kebijakan kawasan dilarang 

merokok. 

5.2 Saran 

 Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memasang tanda peringatan 

anti-rokok, melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan menerapkan hukuman 

yang tegas. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya kawasan tanpa rokok di angkutan umum dan meningkatkan 

penerapan peraturan kawasan dengan meningkatkan sanksi yang efektif terhadap 

pelanggar serta meningkatkan keterlibatan, dukungan, dan kepatuhan terhadap 

peraturan terkait kawasan tanpa rokok. kebijakan publik. Poin-poin yang 

dikemukakan peneliti adalah: 

1. Perlunya kesadaran dan edukasi yang lebih besar mengenai peraturan KTR 

di daerah serta pentingnya menjaga kesehatan. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan KTR di daerah 

melalui berbagai media. 

3. Memperkuat penegakan hukum dengan menerapkan hukuman tegas bagi 

pelanggar peraturan KTR di wilayah tersebut. 
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4. Menyediakan tempat khusus bagi perokok untuk merokok di luar angkutan 

umum. 
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DRAF WAWANCARA PENELITIAN 

Judul : 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN 

TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN 

I. Identitas Peneliti 

 a. Nama  : Srirahayu Ningsih 

 b. Npm  : 2003100022 

II. Identitas Responden 

 a. Nama  :  

 b. Jabatan   :  

 c. Pekerjaan  : 

 d. Jenis Kelamin : 

III. Indikator / Variabel Penelitian 

Wawancara dengan Responden: 

1. Selamat pagi/siang/sore, bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penerapan 

peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota 

Medan. Apakah sudah efektif atau belum?  

2. Sejauh mana bapak/ibu mengetahui peraturan daerah tentang kawasan 

tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan?  

3. Langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Medan dalam 

mensosialisasikan peraturan ini?  

4. Selain dinas perhubungan, sektor/dinas apa lagi yang terlibat dalam 

pelaksanaan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di angkutan umum?  
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5. Apakah bapak/ibu melihat tingkat kepatuhan yang tinggi dari penumpang 

dan pengelola angkutan umum terhadap peraturan ini?  

6. Menurut pengalaman bapak/ibu, apakah peraturan ini memberikan dampak 

yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat?  

7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait efektivitas peraturan ini, 

misalnya melalui penelitian atau pemantauan secara berkala?  

8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perda 

ini untuk menjaga kawasan bebas asap rokok?  

9. Menurut bapak/ibu, apakah lingkungan sosial atau ekonomi masyarakat 

mempengaruhi pelaksaan peraturan ini?  

10. Apakah ada kendala atau tantangan dalam implementasi peraturan ini di 

angkutan umum Kota Medan? 

11. Bagaimana menurut Anda pihak terkait mengatasi atau merencanakan 

solusi untuk tantangan tersebut? 

12. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung penerapan 

peraturan ini? 

13. Apakah menurut Anda adanya upaya tambahan yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat? 

14. Apakah Anda memiliki harapan khusus atau saran untuk perbaikan atau 

pengembangan lebih lanjut terkait peraturan daerah ini? 

15. Bagaimana menurut Anda peran pemerintah dan masyarakat dalam 

menciptakan lingkungan tanpa rokok di angkutan umum yang lebih 

efektif? 

16. Terima kasih banyak atas pandangan dan waktunya. Apakah ada hal lain 

yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan terkait peraturan daerah 

kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan? 

Wawancara dengan Masyarakat: 

1. Apakah bapak  mengetahui peraturan kawasan tanpa rokok di angkutan 

umum Kota Medan? 
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2. Bagaimana pendapat bapak mengenai langkah pemerintah dalam 

menciptakan angkutan umum bebas asap rokok? 

3. Bagaimana pendapat bapak sebagai penumpang terkait peraturan ini di 

angkutan umum? Apakah peraturan itu sudah efektif atau belum? 

4. Menurut bapak bagaimana peran pemerintah terhadap kebijakan peraturan 

daerah ini? Apakah pemerintah ada melakukan sosialisasi terkait peraturan 

daerah ini?  

5. Apakah anda mengetahui dinas apa yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan peraturan daerah ini? 

6. Apakah bapak merasa adanya peningkatan kenyamanan atau perubahan 

positif lainnya? 

7. Menurut pandangan bapak, sejauh mana masyarakat patuh terhadap 

peraturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum? 

8. Apakah bapak/ibu merasakan dampak positif terhadap kesehatan 

masyarakat sejak diberlakukannya peraturan ini? 

9. Bagaimana menurut bapak peran peraturan ini dalam menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat di angkutan umum? 

10. Apakah bapak melihat adanya tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini 

di kalangan masyarakat? 

11. Menurut bapak, apakah lingkungan sosial atau ekonomi masyarakat 

mempengaruhi pelaksaan peraturan ini? 

12. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung peraturan ini? 

13. Menurut bapak, apakah perlu adanya pendekatan lebih lanjut dalam 

edukasi masyarakat terkait kebijakan kawasan tanpa rokok ini? 

14. Apakah bapak memiliki harapan khusus terkait peraturan daerah ini di 

masa depan? 

15. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangan bapak. Apakah ada hal 

lain yang ingin bapak sampaikan terkait peraturan kawasan tanpa rokok di 

angkutan umum Kota Medan? 
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